
 

 

 

 

BUPATI GRESIK 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI GRESIK 

NOMOR     14     TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 2023  

TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GRESIK  

TAHUN ANGGARAN 2024 

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 

BUPATI GRESIK, 

 

Menimbang  : a.  bahwa untuk memberikan petunjuk bagi Kepala 

Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran agar dapat 

mengimplementasikan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah secara efektif dan efisien sesuai 

Peraturan Perundang-undangan, dan dalam rangka 

tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah,  telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 

2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2024; 

  b. bahwa berdasarkan hasil rapat di Bagian Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Perihal : Rapat 

Koordinasi penentuan Kuasa Pengguna Anggaran dan 

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada UPT Dinas, 

tanggal 7 Februari 2024 dan hasil rapat di Bagian 

Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 

Kabupaten Gresik, Perihal : koordinasi membahas 

Perubahan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2023 

tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2024 dan Pertanggungjawaban 

Perjalanan Dinas Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD 

secara lumpsum, tanggal 21 Februari 2024, maka 

terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dilakukan perubahan;    
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  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 

74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2024 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45)  

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 

Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 

Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran 

Negara  Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19)  

Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Tahun 

1965 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 



- 3 - 

 

  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nonor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757);  

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 63); 

13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 

Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 

Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 

Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 112); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai 

Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 907); 

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 

tentang Pelaksaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian 

Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan 

Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1472) sebagaimana telah diubah 
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dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 

243/PMK.05/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 194/PMK.05/2014 tentang 

Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian 

Pekerjaan Yang Tidak Terselesaikan Sampai Dengan 

Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1957); 

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 

tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

363); 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 164/PMK.05/2015 

tentang tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1272) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor : 181/PMK.05/2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor : 164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

157); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 
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21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia     Tahun 2019 Nomor 

1447); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799); 

26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pem erintah 

melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 593); 

27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 

Nomor 485); 

28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan 

Pelaku Usaha Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

486); 
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29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 487); 

30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512); 

31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 593); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 

2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah 

Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah 

beberapakali dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik 

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021   

Nomor 24); 

33. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan 

Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik (Berita 

Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 80); 

34. Peraturan Bupati Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten 

Gresik Tahun 2023 Nomor 74); 

                         MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 74 TAHUN 

2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 

GRESIK TAHUN ANGGARAN 2024. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Bupati 

Gresik Nomor 74 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gresik 

Tahun 2023 Nomor 74) diubah sebagai berikut : 

1. Ketentuan BAB II angka 3 Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan/PPTK, Sub 3.12 ditambahkan 1 (satu) huruf 

yakni huruf c, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK 

3.12 Untuk dapat ditetapkan sebagai PPTK 

memiliki kriteria sebagai berikut : 

a. memiliki kemampuan manajerial dan 

berintegritas;  

b. menduduki jabatan struktural 1 (satu) 

tingkat di bawah PA/KPA atau apabila 

tidak terdapat pejabat dimaksud, dapat 

menunjuk pejabat fungsional minimal 

jenjang jabatan Ahli Muda; dan  

c. Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) 

apabila tidak terdapat pejabat 

struktural/fungsional dapat menunjuk 

pejabat pelaksana minimal Kelas             

Jabatan 6. 

2. Ketentuan BAB V angka 1) Perjalanan Dinas Dalam 

Negeri, Sub 1.5. Komponen Perjalanan Dinas Jabatan, 

huruf b biaya transport ditambah 1 (satu) uraian yakni 

nomor 7) sehingga berbunyi sebagai berikut: 

b. biaya transport; 

1) biaya transport merupakan pengeluaran biaya 

transportasi berdasarkan biaya riil (at cost) atau 

biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti 

pengeluaran yang sah; 

2) biaya transport selama perjalanan dinas diberikan 

untuk membiayai keberangkatan dan kepulangan 

pelaksana perjalanan dinas dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a) biaya transport dari tempat kedudukan asal 

menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau 

stasiun dan sebaliknya; 
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b) biaya transport dari bandara, pelabuhan, 

terminal, atau stasiun menuju tempat tujuan 

dan sebaliknya; 

c) biaya transport di tempat tujuan yang 

mendukung pelaksanaan perjalanan dinas 

meliputi biaya transport dari tempat tujuan 

(lokasi rapat/pertemuan) menuju penginapan 

dan sebaliknya dan biaya transport dari tempat 

tujuan pertama menuju tujuan ke-n sesuai 

dengan surat perintah perjalanan dinas; dan 

d) biaya retribusi atau pajak parkir bandara, 

pelabuhan, terminal, atau stasiun dan tempat 

tujuan.  

3) Standar Biaya Rata-Rata Bahan Bakar Minyak 

Dalam Rangka Perjalanan Dinas. 

Dalam hal besaran Bahan Bakar Minyak untuk 

transport kendaraan dinas/operasional atau 

pribadi dalam rangka perjalanan dinas tidak diatur 

dalam tabel standart biaya rata–rata Bahan Bakar 

Minyak, maka dapat diberikan biaya Bahan Bakar 

Minyak sebagai pengganti biaya transport (1 (satu) 

liter per 7 (tujuh) km) dengan harga asumsi Bahan 

Bakar Minyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu 

rupiah)/liter. 

Dalam hal terjadi kenaikan maupun penurunan 

harga Bahan Bakar Minyak maka menyesuaikan 

dengan harga pasar dan pertanggungjawaban 

sesuai dengan harga pasar dengan bukti 

pengeluaran riil (At cost). 

4) Standar rata – rata bahan bakar minyak dalam 

rangka perjalanan dinas dari kota Gresik ke kota 

tujuan (PP) sebagaimana tercantum dalam tabel 

dibawah ini: 

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH (Liter) 

1. Bangkalan 15 Liter 

2. Bojonegoro 27 Liter 

3. Blitar 54 Liter 

4. Bondowoso 61 Liter 

5. Banyuwangi 89 Liter 

6. Jember 63 Liter 



- 10 - 

 

  

NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH (Liter) 

7. Jombang 29 Liter 

8. Kota Batu 35 Liter 

9. Kediri 42 Liter 

10. Lamongan 9 Liter 

11. Lumajang 48 Liter 

12. Malang 32 Liter 

13. Mojokerto 21 Liter 

14. Madiun 55 Liter 

15. Magetan 62 Liter 

16. Nganjuk 41 Liter 

17. Ngawi 58 Liter 

18. Pasuruan 24 Liter 

19. Probolinggo 35 Liter 

20. Pamekasan 42 Liter 

21. Ponorogo 63 Liter 

22. Pacitan 86 Liter 

23. Surabaya 11 Liter 

24. Sidoarjo 13 Liter 

25. Sampang 32 Liter 

26. Sumenep 57 Liter 

27. Situbondo 62 Liter 

28. Tuban 29 Liter 

29. Tulungagung 51 Liter 

30. Trenggalek 60 Liter 
 

5) biaya Tol  

biaya tol dapat diberikan dalam rangka 

melaksanakan perjalanan dinas darat yang 

menggunakan kendaraan pribadi atau kendaraan 

dinas/operasional dengan bukti pengeluaran riil (at 

cost).  

6) Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri 

pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban 

secara at cost (biaya riil). 

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam 

negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran 

standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam 

negeri yang diatur dalam standar harga satuan 

biaya operasional APBD TA. 2024 sepanjang 

didukung dengan bukti pengeluaran riil. 
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(a) Satuan biaya tiket kelas bisnis diperuntukkan 

bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD 

serta Pejabat lainnya yang setara; dan 

(b) Satuan biaya tiket kelas ekonomi 

diperuntukkan bagi pejabat setingkat eselon II 

ke bawah. 

7) Perhitungan biaya rata-rata Bahan Bakar Minyak 

dan biaya tol dapat dijadikan dasar perhitungan 

Biaya perjalanan dinas lumpsum.  

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan  

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik. 

 
  Ditetapkan di Gresik 

pada tanggal 20 Maret 2024 
 

                           BUPATI GRESIK,                  

         TTD.  

 

FANDI AKHMAD YANI 

Diundangkan di Gresik 

pada tanggal 20 Maret 2024 
 

     SEKRETARIS DAERAH 

       KABUPATEN GRESIK, 

 
                    TTD. 

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T. 
       Pembina Utama Muda 

 NIP. 19661027 199803 1 001 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2024 NOMOR 14 

 

 

 

 


